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ABSTRACT

W qf the most basic things inherent in us is the birth certificate. Birth

ertificates become very basic because it involves self-identity and
up status. This has become a human right (human rights) concerning
 rights that must be met by the state. A human child who was born then
lity is not registered then will later get problems that will result in the
vernment and society. Birth certificates will determine our fate later on.

less, there are still many people who have not taken care of the birth
ecause they consider time consuming, they take care of the birth
their children in the future, but even then they entrust to others
' {0 the village head or the person trusted to take care of the birth
. For them the letter of management is not very important, coupled
tance between the house residents with the Office of Population and

ary g obtained through observation, literature study and
I data c leclion in accordance with the theme of research.

ﬂnd Civil Registration Bandung regulation in
the implementation is not in accordance with

d mﬁustmcture to make use of exzstmg,
reness of the community, the efforts
ﬂle implementation of the birth
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certificate is carried out objectively and selectively but is constrained by internal
and external constraints.

Keywords: ownership, birth certificate, implementation

e e e

ABSTRAK

alah satu hal paling asas1 yang melekat pada diri kitaadalahaktakelahiran. Akta

kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas din dan status .
kewarganegaraan. Ini sudah menjadi hak asasi manusia (HAM) menyangkut !
hak hak anak yang harus dipenuhi oleh negara. Seorang anak manusia yang lahir |
kemudian identitasnya tidak terdaftar maka kelak akan mendapatkan masalah :
yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Akta kelahiran 1‘
akan ikut menentukan nasib kita kelak kemudian hari.

Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengurus akta
kelahiran karena menganggap menyita waktu, mereka mengurus akta kelahiran
anaknya pada waktu yang akan datang namun itupun mereka menitipkan pada
orang lain dengan datang kerumah kepala desa atau orang yang dipercaya untuk
mengurus akta kelahiran tersebut. Bagi mereka surat pengurusan itu tidak terlalu
penting, ditambah lagi dengan jarak antara rumah penduduk dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung. %’
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu
memberikan gambaran atau suatu fenomena tentang keadaan yang ada yang
bersumber pada analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui
observasi, studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan serta pengumpulan
data yang sesuai dengan tema penelitian.
Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengurusan akta kelahiran di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sesuai peraturan
perundang-undangan tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan SOP.
i Kendalanya ialah kendala internal dan eksternal. Kendala internal merupakan
i kurangnya pegawai yang upayanya memberikan tugas lebih, kapabilitas
pegawal upayanya memberikan pembelajaran terkait sistem dan dokumen
kepe:dudukan,sertnsamnadanpmsamnaupaynnyamcmmfamkmyangada,

.
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elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematlan,lA}}lcta
Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain. Selain itu permasaiahan
yang sering terjadi dan sulit untuk dihentikan ialah pelayanan yang mlc:;nang
seharusnya pihak terkait melayani sebagaimana layaknya pelayanan e
pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

adalah pelayan untuk masyarakat bukan masyarakat yang melayani.

Salah satu hal paling asasi yang melekat pada diri kita adalah akta
kelahiran. Akta kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas
diri dan status kewarganegaraan. Ini sudah men]adl hak asasi manusia (HAM)
menyangkut hak hak anak yang harus dipenuhi oleh negara. Seorang anak
manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar maka kelak akan
mendapatkan masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan
masyarakat. Akta kelahiran akan ikut menentukan nasib kita kelak kemudian
hari. Misalnya, jika mencari kerja perlu melampirkan akta kelahiran,
apabila meneruskan sekolah perlu melampirkan akta kelahiran. Namun
persoalannya, tidak setiap orang memiliki akta kelahiran.

Di berbagai daerah masih banyak terjadi anak-anak Indonesia yang tidak
mempunyai akta kelahiran karena menganggap akta kelahiran tidak terlalu
penting. Tetapi Pemerintah dengan sangat jelas memberikan perhatian
khusus terhadap akta kelahiran, seperti yang tercantum di dalam Undang-
Undang Dasar (UUD) 45 Pasal 28 ayat dua jelas sekali menyatakan setiap
anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,
serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di
dalam berbagai undang-undang (UU) di bawah UUD 45, baik UU tentang HAM
maupun UU tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran
menjndi hakamk dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Meski dﬂnﬁ;ﬂ aﬂm Dinas Pencatatan Sipil yang bertujuan untuk
el lam m pencatatan sipil tentu tidak luput dari
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- akta |

IS ‘k cukup hanya mempekerjakan satu
52ja untuk memproses akia kelahiran.

< Wl diberlakukan secara nasional guna mendukung
crintah mengenai si: lgtem informasi dan kependudukan)
mbangun data pendudukan melalui pemberlakuan

[ :mewujudkan tertib administrasi

huatan akta kelahiran
il K-abupaten Bandung
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terhadap masyarakat dalam '“L‘"“‘"l'lhi l<.'~‘butuh.annya_
garaan pelayanan publik merupakan upayanegarauntukmemenuh;
whan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa,
e i administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
dml;lllfl?)y;a?::g;h kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia
p:ng q;ilnpal saat Ini masih belum maksimal dan belum memenuhi standar,
{crdapat berbagal macam bentuk pelayanan yang berusaha diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat. Salah satu di antara bentuk pelayanan ity
adalah pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan, hal inj
menjadi penting karena menyangkut hak-hak individu dalam eksistensinya
sebagai warga negara yang merupakan anggota bagian dari suatu Negara
sebagai salah satu faktor pembangunan administrasi kependudukan.

pelayanan
Penyeleny

Bukti nyata pelayanan yang dapat kita lihat dari instansi pemerintah
khususnya Kabupaten Bandung dapat menjadi tolok ukur seberapa besar
tingkat kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas tersebut. Inilah
yang menjadi masalah untuk kita perhatikan khusunya dalam pelayanan
pembuatan akta kelahiran. Alasan saya mengambil bidang kajian tentang
pelayanan pembuatan akta kelahiran, karena kita telah melihat para kinerja
pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. dan dari kinerja mereka juga
dapatdilihat bagaimana kinerja masing-masing aparatur pemerintah, apakah

kinerja mereka baik sesuai dengan yang diharapkan masyarkat atau kuarng
baik atau justru sama sekali tidak baik.

RumusaN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dapat kita lihat yang
menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Percepatan Kepemilikan akta Kel irandan
Spesifikasi Blanko Register Akta Kelahiran oleh Dinas K R R

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung?
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Percepatan Pemilikan Akta Kelahiran ... < Nunung Munawaroh>

~ela kan ici .
'k:an anahsl's, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan,
rimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjan individual dan

1pok dala.lm mengahasilkan barang dan jasa publik, sebagai arena bidang
rja akademik dan teoretis.

4

?nyelenggaraan suatu birokrasi pemerintah seperti halnya dalam
laksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran agar menjadi lebih
dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang maksimal
- terencana da sesuai dengan kehendak bersama. dalam proses
: anaa-n.tersebut sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku
" ‘administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program
D enimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula
"'ngkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang
ngsug atau tidak langsung memengaruhi perilaku semua pihak yang
- dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang
lif maupun yang negative. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan

| z-implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang
capai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan

atan merupakan proses lanjutan setelah perencanaan secara
itetapkan organisasi. Pelaksanaan yang sesuai dengan rencana
rdapatkan hasil yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai
(tif. Percepatan menurut Tjokromidjojo yang dikutip dalam Isni
(2006: 15) “Percepatan dimaksudkan untuk merealisir pencapaian
an yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan
Hrogram pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan-
olitik. Hal tersebut juga diperkuatoleh G.R Terry “Percepatan dan
n adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokkan,
, penugasan orang-orang dengan memerhatikan lingkungan
~hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap
melaksanakan kegiatan tersebut.
n di atas, dapat disimpulkan bahwa percepatan
1k merealisasikan rencana-rencana yang telah
W tujuan dapat tercapai. Pelaksanaan dalam
i tahap implementasi dari sebuah kebijakan
dan Sebatier yang diikuti dalam Solihin

57
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2: 68) merumuskan proses pelaksanaan (implementasi)

Abdul Wahab (200

sebagai berikut.
“Implementasi (Pela
dasar, biasanya dala

ksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakap
m bentuk undang-undang, namun dapat pyl,
keputusan badan eksekutif yang penting ataupup

rbentuk perintah atau :
E: uiusa nppel'adﬂan' Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebuyt
: masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secary

mengidentifikasi . : -
tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapal dan berbagai cara untyk

menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah
melewati tahapan tertenty, biasanya diawali dengan pengesahan Undang.
undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata
baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya
perbaikan—perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan)”.

Keberhasilan implementasi ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian
antar pelaksanan/penerapan kebijakan dengan tujuan kebijakan itu sendiri
serta memberikan dampak/hasil yang positif bagi pemecahan masalah
yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan
implementasi ini adalah “semakin tinggi derajat kesesuaianya, maka semakin
tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk
menghasilkan output yang telah digariskan (Tangkilisan.2004: 31).

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pelayanan administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran
merupakan produk administrasi kependudukan pertama yang dimiliki
seseorang sejak lahir. dalam website resmi Komisi Perlindungan Anak
Indonesia disebutkan bahwa sampai saat ini lebih dari setengah dari jumlah
anak di Indonesia belum memiliki akta kelahiran.

- Pelayanan publik merupakan bagian integral mekanisme sistem
pemerintahan di samping fungsi lainnya dalam pemerintahan. Hal pokok
yang menjadi perhatian adalah bahwa suatu pelayanan itu terdiri dari

2 danl’e‘lyde nggar ?_— ndan ~ eﬂmaantayanan Makin luasnya lingku'pw_p'efla e

enap aspek blic service) yang dikelola pemerintah meli

- - hendaknya. diikuti olet
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Percepatan Pemilikan Akia Kelahiran ... < Nunung Munawaroh>

C "ungan)yang kemudian akan melahirkan barang dan jasa yang
putu kan dalam Etika Adminitrasi Negara. (Tangkilisan.2004: 46).
min dari sikap
upakan bagian
syarakat. pada

*\\” dyanan yang baik dan berkualitas bukan hanya tercer
h dan senyum saja. Sikap ramah dan senyum hanya mer
i unsur-unsur yang bisa menciptakan kepuasan ma
ya ada lima dimensi dari kualitas pelayanan. (1). Tangible (bukti
Suatu yang kasat mata seperti pakaian, fasilitas fisik, termasuk
dan sikap ramah. (2). Reliability (keandalan), yaitu kemampuan
pelayanan yang di janjikan dengan segera, akurat, dan
. (3). Responsiveness (daya tanggap), yaitu memberikan respons
dan segera. Respons ini harus konsisten dari waktu ke waktu. (4).
(jaminan), yaitu kepastian yang menjamin kepada masyarakat
kemampuan, pengetahuan, dapat di percaya dan bebas dari
uan. (5). Empaty meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan
si_yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan

(F lardiyansyah.2011: 35)
erintah di dalam sebuah negara untuk menciptakan sebuah

lak harus dilakukan. Visi pemerintah sebuah negara
ensi internal (cita-cita bangsa yang bersangkutan) tidak
an dengan aspek eksternal yang ada, terutama yang
) trend hubungan-hubungan antar negara dan antar
di era-era mendatang.

1g peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan
kualitas pelayanan dilaksanakan secara konsisten
. kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga
pada masyarakat dapat selalu diberikan secara
3, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak
tu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada
tan yang dilaksanakan secara terus-menerus
jajaran aparatur negara pada semua tingkatan
pelayanan, Kementerian Pendayagunaan
kan tentang Pedoman Umum Penyusunan
unit pelayanan instansi pemerintah.
sebagai acuan untuk mengetahui
in instansi pemerintah, juga
ada masyarakatuntuk menilai

59
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secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan
ublik (Keputusan Menpan Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004). Kualitas

p nkan kepentingan masyarakat sebapai

ublik selalu mengedepa
kat mengkonotasikan pelayanan yang

pelanggan, pamun selama ini masyara
merintah kepada masyarakat cenderung kurang

diberikan oleh aparatur pe T -
baik dan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan
ratur pemerintah yang memberikan

yang diajukan kepada oknum apa ‘
layanan kepada masyarakat. salah satu keluhan yang sering terdengar dari

masyarakat yang berhubungan dengan aparatur pemerintah adalah selain
berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku, juga perilaku oknum aparatur yang

kadang kala kurang bersahabat.

Hal tersebut sering menjadia
untuk menggunakan jasa pe
merinta

baik bagi masyarakat.

Jurnal pukeapil/Vol. 5, No. 1/3uni

lasan utama masyarakat terhadap kegunaan
layan publik. Terlepas dari hal tersebut

mereka
h mulai menata dan berlomba-lomba

saat ini instansi-instansi pe

memberikan pelayanan yang ter
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Kependudukan, dijelaskan bahwa: “penduduk hanya

diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk
Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk
dan berlaku seumur hidup”. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan
dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanat;
dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan

- yang berbunyi: '
1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik 1
sebagali alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk |

2. :){;al;aman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
odata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang

Undang-
Administrasi

bersangkutan
3. el
Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis

- datakependudukan 4
| > ( . F e A 1;.:,;,'- ‘;:,'» -,’:"1"‘;

el
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Percepatan Pemilikan Akta Kelahiron .. < Nunung thunawarch>

P SEREman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP
erbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari

telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang
bersangkutan;

Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dima ksud
pada ?yat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari
diatur oleh Peraturan Menteri.

‘h” rangka membangun kualitas pelayanan diperlukan kinerja
: ntah yang efektif dan efisien serta memikirkan bagaimana mencapai
i _tuan kerja sama yang mampu meningkatkan kepercayaan
cat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam
bil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman
anggaran, tujuan serta target pelayanan dengan jelas dan terukur.

Inya dengan otonomi daerah, kualitas pelayanan publik akan semakin
regulasi dan kebijakan terhadap pelayanan berada ditangan
realitasnya menunjukkan bahwa kondisi penyelenggaraan
saat ini masih belum memadai, karena masih banyaknya
duan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak
2n melalui media massa seperti: prosedur yang berbelit-belit,
an jangka waktu penyelesaian, tidak jelas berapa biaya yang
, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang
: hm-lain, sehmgga menimbulkan c1tra yang kurang baik

\catatar sipﬂmrutamakepengurusanakmkelahlran
terhadap waktu penyelesaian permohonan akta

van pengadilan, Kartu Keluarga (KK), Surat

: banpn Sumber Daya Manusia (SDM) yang
ahiran yang maauk. Hal tersebut dapat
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layanan publik, sehingga penilaian kualitas

dalam penyelengparaan pe .
akat penerima pelayanan.

pelayanan publik ditentukan oleh masyar

Kasetnl Kelahirnn Redulican 4
Koedinator (penehitian berkas) Aualsiar

t-8-&-

Keds Kasi, Pelayanasn  Kasubai Kelatwan Pongeuian
Loket Sebesal (beliti tanda tanpan) (tedu parel) (Lestl paraf)

'”4‘_&(_ \4_‘)%*_@&

KANTOR DESA, (MEMBAWA SURAT
NIKAH YANG DI FOTO COPY,KK.KTP
KEDUA ORANG TUA NIKAH

DINAS KEPENDUDUKAN DaN
CATATAN SipIL
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Porcapatan Pemilikan Akt Kelahiran < Nunung Monawersh?

PENCATATAN KELAWIRAN SECARA MANUAL

il Beberapn ketentuan dalam pembuatan akta kelahiran secara manual:

‘1 Setlap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di
' tempat domisili penduduk (azas Domisili).

Pencatatan kelahiran penduduk WNI dilakukan setelah memenubhi

syarat:

8, Surat Pengantar RT/RW

b Surat Keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong
£ kelahiran

Nama dan identitas saksi kelahiran
. Kartu Keluarga orang tua
[ " - Kartu Tanda Penduduk orang tua
Mpan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua (legalisir)
agisi Formulir Dengan Lengkap (Formulir dapat diambil di
D _nkeapﬂ materai 6000)
alam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta
; ,Akta Perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap

A

rindari di era modern. Pesatnya perkembangan

) membawa dampak perubahan pola pikir dan cara
cukan berbagai kegiatan yang menginginkan
cecepatan dalam memperoleh informasi.
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iwa kelahiran, pengakuan, perceraian dan
but didaftarkan pada lembaga catatan

Jurna

pencatatan sipil seperti ;?erist
kematian. Peristiwa kelahiran terse
sipil.

Penginputan data dan percetakan pada akta kelahiran dilakukan oleh

bagian operator yang bersangkutan pada bagian seksi pengolahan data dan
s;gtistik psctelah data-data dari pemohon masuk dan lengkap dan diolah
menjadi'suatu informasi yang dicetak di kertas buram. Sebelumnya pemohon

mendaftar pada petugas dibagian informasi, setelah mend'afta.zr pemohon
akan diberikan formulir pelaporan kelahiran jika pemohon ingin membuat
akta kelahiran, yang kemudian formulir tersebut harus diisi terlebih dahulu
oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus
dilampirkan agar dapat segera diproses lebih lanjut. Pencatatan peristiwa
kelahiran menggunakan formulir:

1. Formulir pelaporan kelahiran, dengan kode F-2.01,

2. Formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode F-2.02,

3. Formulir pelaporan kelahiran di luar domisili orangtua, dengan kode

F-2.03
4. Formulir kelahiran Orang Asing, dengan kode F-2.04,
5. Register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran.

Jika dokumen sudah lengkap maka dilakukan pemeriksaan berkas
oleh kepala seksi yang bersangkutan, jika dokumen lengkap dan memenuhi
persyaratan maka proses dapat dilanjutkan, tetapi jika berkas atau dukumen
tersebut tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan maka berkas
tersebut dianggap BATAL atau biasanya disingkat dengan BTL dan tidak dapat
dicetak karena dianggap berkas tersebut tidak layak dan tidak memenuhi
persyaratan untuk dapat diproses.

Pemeriksa.:m konsep juga dilakukan oleh petugas loket dan kepala seksi
dan. kepala bagian ya}ng bersangkutan, setelah selesai diperiksa dan diproses,
kun!)an akta dapat dicetak. Proses tersebut belum selesai sampai di sini tetapi

| L,pada pemohon.
is setelah proses
*nandatanganan

o ol
N AL "»

Wt
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5 Percepatan Pemilikan Akta Kelahiron ... < Nunung Munawaroh>

™

71 mem p ?

‘gistra:'ua; catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil. Setelah mendaftar
b A kl' aru melakukan pengisisan elemen data pada blangko kartu
‘/‘ltket'e artu tanda penduduk, surat keterangan tinggal sementara dan
e rangan tempat tinggal dan registrar akta serta kutipan akta catatan

dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak

' lmfo‘!'maSi administrasi kependudukan. Setelah proses pengisian
esai hal yang terakhir dilakukan adalah pembukuan penggunaan
’.;(_n 0 dan pembuktian pencetakkan setiap bulan, lalu hasil pembukuan
< porkan ke menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Laporan tersebut
liputi:
nama dan alamat perusahaan percetakkan yang melakukan

blangko
Jumlah blangko yang dicetak
.. jumlah dokumen yang diterbitkan.

G

el erintah kabupaten atau kota melakukan pencatatan setiap kelahiran
asarkan laporan yang diterima dari penduduk. Setiap kelahiran wajib
"f‘}i« oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya
wa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
an kelahiran yang melebihi jangka waktu dilaksanakan setelah:

japatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia,

pcrcctakkan

hat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing

laporan, pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan

<ter Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan akta

‘ctiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal

orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang

| berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Kutipan
an oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh

' tidak lepas dari kebijakan pemerintah melalui
23 Tahun 2006 mengenai administrasi
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encatatan Kelahiran adalah sebapal berikut.

Proscdur pelayanan P
g telah disediakan

a) Pemohon mengisi formulir yan

b)” Formulir yang telah diisi dan persyaratan le
fotocopinya diserahkan kepada petugas loket yang telah ditentukan

c) Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian

formulir dan persyaratan

d) Petugas pada Instansi Pelaks
data, pencatatan, pengetikan dan pe
untuk selanjutnya diteliti dan dipara

Bidang Pencatatan Sipil
e¢) Kepala Instansi Pelaksana selanjutnya menandatangani buku
register dan kutipan akta kelahiran
f) Kutipan Akta Kelahiran yang telah ditandatangani oleh Kepala
Instansi Pelaksana diserahkan kepada pemohon
Proses pembuatan akta kelahiran paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap

ngkap beserta

ana melakukan proses pencocokan
nerbitan kutipan akta kelahiran
{ oleh pejabat teknis pada

g)

METODE YANG DIGUNAKAN

e 4 e

DEerENISI KoNSEP DAN OPERASIONAL

Defenisi konsep seperti yang dikemukakan oleh Singarimbun Effendi
(1989: 33) adalah suatu istilah dan defenisi yang digunakan untuk
menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok
. atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social, atau abstraksi dari
 sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompokatau individu tertentu. f

Bt
'
<3
it
|8
e
X

TR

o ’_JPelaksanaan merupakan proses lanjutan setelah perencanaan secara
: qg?i.m’%’ ditetapkan organisasi. Pelaksanaan yang sesuai dengan rencana
n mendapatkan hasil yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai
,sacg":r'auefekﬁf. Pelayanan pembuatan akta kelahiran termasuk ke dalam jenis
ayanan publik. Pelayanan publik merupakan kebutuhan masya rdk’a‘
ipenuhi. Pelayanan adalah cara melayani, mer i :

us keperluan seseorang atau skelom
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Percepatan Pemilikan Akto Kelahiran .. < Nunung Munawaroh>

" i:g;k;an' serta melindungi hak-hak kependudukan dengan
e e N nik nasional. Adapun yang dimaksud dengan S.IAK adalah
' ltka alau rangakaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
g dokumen atau data kependudukan melalui pendaftaran
ill; Pencatata sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan
: Pelayanan publik dan pembangunannya. '

§ _. pPemerintah dalam pelaksanaan pembuatan ‘akta kelahiran
i Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
gingat bahwa pembuatan akta kelahiran masih bersifat terpusat
Kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga masyarakat yang
k membuat akta kelahiran bisa dipastikan datang setiap hari.

operasional adalah suatu penjelasan yang lebih operasional dan
ial yang dapat memperjelas variable penelitian yang akan diobservasi
. Adapun operasional dalam penelitian ini adalah Percepatan
an akta Kelahiran dan Spesifikasi Blanko Register Akta Kelahiran
 Satu Faktor Pembangunan Administrasi Kependudukan Studi

,ari penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan pembuatan
eh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

rman dari penelitian ini adalah Kepala Dinas, Pegawai
dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung serta masyarakat

or rang yang berkepentingan dalam
pembuatan akta kelahiran oleh Dinas

an kepala dinas Dinas
Baﬂ ul G

o kR
. e e
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9 Data sekunder
ta penelitian yang diperoleh

Data sekunder merupakan sumber da
{ gecara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh

dan dicatat oleh pihak Jain). Data sekunder umumnya berupa bukdti,

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data
kan dan yang tidak dipublikasikan.

penelit

catatan atau

dokumenter) yang dipublikasi
Seperti catatan yang bersumber dari studi pustaka mengenai

selayang pandang Kabupaten Bandung, serta peraturan tentang
pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung,

TekNIK PENGUMPULAN DATA

. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpil
sistematis mengenai fenomena social

an data dengan melakukan

pengamatan secara sengaja,
dan gejala-gejalanya.

2 Stadi kepustakaan
Adalah teknik pengumpilan data dilakukan dengan mempelajari

buku-buku, dokumen dan-arsip’ serta laporan yang berhubungan
dengan tema yang diteliti.

3. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpilan data dengan melakukan i
Tanya jawab secara langsung dengan menggunakan alat pedoman
wawancara yang telah dibuat peneliti terhadap objek observasi. ,

3

TEKNIK AANALISIS DATA
'L‘almlk analisis data yang digunakan dalam penelitian lni ‘adalah
Mpﬂf kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau mm i

ndar yang diperoleh melalui
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Pareapatan Parmilikan Aklo Kelabirn < Nunung Murawaroh

E!".1~ll-ll(m AKTA KELAHIRAN DAN SPESIFIKASE BLANKO RuGISTER
IRAN SaLan Satu Fakror PEMBANGUNAN ADMINISTRASI

dministrasi
. "‘?@ﬂllmﬁlp'enandatanganan berkas, su
dukan dan Catatan Sipil

rat oleh Dinas

e
agl S
¥

.iquglamn yang dilaksanakan adalah sebagai

an adalah mencatat identitas setiap
i T_gia“'n‘nya di bidang kependudukan
masing-masing pemohon. Kegiatan
an mengurus kepentingannya di
nendaftarkan dirinya agar dapat
oleh pemohon dan dapat
ayanannya. Berdasrkan

e
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3 Percepoton Pemiliican Akio Keichion . < Nunung Monworoki>

menjangkau keseluruh lapisan masyarakat, dengan k2t2 lain tidak

ada diskriminasi.

L(Etetapan waktu yang mengandung arti bahwa organisasi harus
apat melayani dengan cepat dan tepat sesuai dengan aturarn yang

berlaku 8 .

KEd?SiPlinan. kesopanan dan keramahan. Pemberi layanan harus

tertib, teratur, disediakan ruang tunggu dan nyamarn, bersih, rapi

- serta fasilitas pendukung lainnya.

pun proses pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan
catatan Sipil didasarkan atas peraturan menteri Dalam Negeri No.28
005.

o 2rian penjelasan tentang persyaratan pengurusarn

o nkegiatan ini,aparatpemerintahkelurahan diharuskan memberikan
elasan mengenai persyaratan yang diperlukan untuk detiap jenis urusan

mohon. Hal ini dimaksudkan agar pemohon yang belum
a lengkap persyaratan-persyaratan dalm penguruasan surat-
kependudukan ini terlebih dahulu berusaha melengkapi

yang diperlukan dalam pengurusan surat-surat di bidang
susnya dalam pengurusan akta kelahiran adalah:

/surat nikah orang tua bayi
0S| kelahirannya dan orang tuanya tidak diketahui
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Percepatan Pemilikan Akta Kelahiran .. < Nunung Munawaroh>

b) Pejal?at konsuler mencatat dalam daftar kelahiran WNI, memberikan
bukti pencatatan kelahiran

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bag!

orang asing, pencatatan dilakukan oleh perwakilan Rl setelah memenuhi
persyaratan:

a) Suratketerangan lahir dari dokter
b) Fotokopi paspor orang tua

Pejabat konsuler mencatat dalam register akta dan menerbitkan kutipan

erwakilan RI berkewajiban menyampaikan data kelahiran kepada
si pelaksana melalui depdagri, selanjutnya data tersebut direkam
i ;\!database kependudukan oleh instansi pelaksana.
itan dan penyerahan surat-surat kepada pemohon yang
ukan

as yang diajukan pemohon berada di Dinas Kependudukan
§ipil Kabupaten Bandung, sebelum surat-surat diserahkan
ohon terlebih dahulu dilakukan pencatatan ke dalam buku
huti tanggal penyelesaian pengurusan, nomor urut
pemohon, pekerjaan, alamat, sanksi-sanksi, keterangan

at Akta catatan sipil adalah suatu surat yang dibuat oleh

yejabat pencatatan sipil mengenai peristiwa yang
rjadi dalam keluarga yang didaftarkan pada Dinas
tan Sipil seperti peristiwa kelahiran, pengakuan
rian. Peristiwa kelahiran yang dialami penduduk

RIS

5t Al
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dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: |
Surat kelahiran dari dokter/bidan /penolong kelahiran;
b. nama dan identitas saksi kelahiran;
E c. KK orang tua; :
d. KTP orang tua; dan
Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/ .
akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

(3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) huruf ¢, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa:

Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

KK dan KTP orang tua bagi pemegang lzin Tinggal Tetap;

Surat Keterangan T Tinggal g ]

ﬂnml'rum::::n e A

Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan

W

p P oF P

' ‘:.;Sl ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara
. dari Kepolisian.
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Percepaton Pemilikan Akta Kelahiran ... < Nunung Munawaroh>

1) Pengambilan Nomor Antrean Sekaligus Mengisi Formulir Pelaporan.

Pada tahapan awal ini masyarakat harus mengambil nomor antrean
yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bandung serta mengisi formulir pelaporan yang
akan dibantu oleh petugas;
Verifikasi.
Tahap verifikasi ini adalah tahapan yang paling urgent, karena
pada tahapan ini semua berkas pelaporan akan diperiksa oleh
tim verifikator yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan
secara teliti dan membutuhkan konsentrasi penuh, karena
dalam melakukan pemeriksaan atas berkas laporan yang

- diajukan oleh masyarakat ialah berkas pendukung atau syarat-
| syaratyang harus dipenuhi dan harus sesuai dengan ketentuan
~ peraturan prundang-undangan yang berlaku;

nput Data Kelahiran.

an Input Data Kelahiran, tahapan ini adalah tahapan di
ta atau berkas pelaporan diinput ke dalam Data Base

1t Dz té,t:ahapan ini adalah pencatatan data kelahiran ke
b egister akta kelahiran kemudian ditanda tangani

akta kelahiran dicetak, pencetakan akta
ukan secara teratur;

‘kelamin, karena dalam pencetakan tersebut

R AFRTE e e 2

o
&

-]
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Percepatan Pemilikan Akto Kelohiron ... < Nunung Munawarch>

. dokumen kependudukan yang ditandatangani tersebut adalah
e Produk hukum yang bersifat final. Berdasarkan keterangan
& Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
: Bandung “saya tetap akan menandatangani semua berkas yang
telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang
berlaku”;

11) Pembubuhan Stempel Dinas.

i Pembubuhanstempel dinas, setelah ditandatangani oleh KepalaDinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian akan dibubuhkan
stempel dinas. Stempel dinas ini memberikan kekuatan hukum
R terhadap produk yang diterbitkan, yakni dokumen kependudukan

e yang lebih spesifikasi dengan kutipan akta kelahiran;

- 12) Dokumentasi.

- Dokumentasi sebagai arsip, pendokumentasian ini dilakukan dengan
cara menscan semua berkas pelaporan dan kutipan akta kelahiran
. yang akan diberikan kepada pelapor, sehingga apabila terjadi segala
- sesuatu atau kesalahan dikemudian hari maka ada arsip sebagai

~ landasan atau acuan dalam perbaikan.;

'RAL adalah nomor kutipan akta kelahiran yang sama nilainya dengan
uang. penulisan RAL ini bermaksud memberikan kepastian kepada
‘masyarakat pemegang dokumen kependudukan bahwa kutipan
tersebut berhak atasnya dan tidak bisa digunakan oleh orang lain,
-yang maksudnya jika ada kutipan akta kelahiran bodong maka akan
deteksi secara otomatis oleh sistem yang ada.;

Pendistribusian ini hanya bisa diberikan kepada orang yang
 mempunyai kwitansi pencatatan akta kelahiran yang di mana
kwi ansi tersebut diterima pada saat pencatatan akta kelahiran yang

ke ala dinas, dalam hal ini staf pada bagian
L at | nyatakan memenuhi syarat dapat langsung

79
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arl kepala dinas. Namun untuk surat yang belum

bih dulu dilakukan perbaikan. Perbaikan ini
ndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

mendapat pengesahan d
memenuhi persyaratan, terle
dapat dilakukan oleh Dinas Kepe
Bandung yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada hakekatnya pengurusan
berkas akta kelahiran itu dapat dilakukan dengan lancar, walaupun
sebenarnya birokrasi yang menuntut suatu penyelesaian yang bertahap,
namun dapat dilakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk memperlancar
pemberian pelayanan kepada masyarakat.

PENDEKATAN DAN KEMUDAIAN PELAYANAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
DAN SpEsiFikast Branko RecGister AktA KELAHIRAN DALAM BENTUK
SOSIALISASI PADA MASYARAKAT

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik setidaknya harus memiliki
standar pelayanan, hal ini bertujuan agar adanya kepastian bagi pemberi
pelayanan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sementara bagi J
penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Menurut

, (Hardiyansyah,2011,h.28), Standar Pelayanan merupakan ukuran yang
' dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang
wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi
pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan,

serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas
kinerja penyelenggaraan pelayanan.

S e

Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pan Nomor 63/
Kep/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:
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Percepaton Pemilikan Alda Kelahiran ... < Nunung Munawaroh>

¥
U,
5

g kEbumhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
{' gl:n bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/
lil;c.e yanan administratif yang disediakan oleh penyelenggera pelayanan

I . Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang berhasil mencapai standar
dyanan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Moenir,2008:
pelayanan publik yang secara umum didambakan oleh masyarakat

- 1 Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan
- pelayanan yang cepat.

- 2. Memperoleh pelayanan yang wajar tanpa gerutuan, sindiran
- i 12 ‘dengan kata lain semacam itu yang nadanya mengarah
pada permintaan sesuatu, baik untuk alasan dinas atau untuk
kan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap
'yang sama.

g jujur dan terus terang.

: yang idealnya memerhatikan kriteria-kriteria
ngacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan

than pelayanan sesuai dengan

i f<I In.ll_l—l_ oy
T
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disebarkan pula melalui berbagai media di un'tumnyu. media .clcklmmk
melalui radio, media Cetak, Baliho diberbagai lcmp.ul, strategis, Leaflet
serta Stiker yang ditempelkan diberbagai tempat. !Iul ini dilukykun fl'ulum
rangka memaksimalkan pencrapan nkta kcluhlmn' scbagai kebijakan
kependudukan, agar masyarakat ikut andil dan antusias dan paham serta
mau untuk mendatangi tempat pelayanan akta kelahiran karena melihat
langsung ajakan tersebut dan tidak hanya mendengar dari mulut kemulut.

Untuk menguatkan pentingya pendekatan dan kemudahan pelayanan
dalam bentuk sosialisasi pada masyarakat maka terdapat beberapa upaya
yang harus dilakukan antara lain:

a. Prosedur pelayanan,
Agar pelayanan dapat berjalan lancar, masyarakat sebagal penerima
i pelayanan juga harus mengerti akan prosedur pelayanan, persyaratan
?. yang dibutuhkan, dan waktu penyelesaian pelayanan akta kelahiran.
Dengan adanya Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan,
E pegawai dan masyarakat akan lebih memahami prosedur pelayanan
sehingga proses pelayanan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

b. Biaya yang jelas dan transparan.

Penetapan biaya pelayanan akta kelahiran yang relatif murah
membuat masyarakat pengguna layanan merasa tidak terbebani.

¢. Dukungan data yang w’:lid.terhadap potensi sasaran pelayanan
yang riil sesuai kondisi sebenarnya.

Agar pelayanan akta kelahiran dapat dimaksimalkan sangat

dibutuhkan dukungan data yang valid terhadap potensi sasaran

pelayanan yang riil sesua dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh
karena itu, diperlukan kegiatan konkret dengan mengadakan
b ~ pendataan kependudukan dengan cara serentak. Untuk menjamin
- kevalidan data kependudukan yang dimiliki diperlukan:

sistem database yang memadal, b

Pyt ety DU

e
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Penyuluhan dan Pengaduan.

Penyedia jasa dapat melakukan tiga tahap dalam pengendalian

kualitas, yaitu: a) melakukan seleksi personel dengan baik; b)

g melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa di seluruh

' organisasi; ¢) memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran

B dan keluhan, survey pelanggan, ghost shopping, sehingga pelayanan

yang kurang baik dapat diketahui dan kemudian diperbaiki

E - (Soeprapto, 2002,h.18). Kegiatan yang bisa dilakukan dalam

melakukan penyuluhan dan pengaduan:

1. Sosialisasi Administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menyampaikan
informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dari berbagai
lapisan..

2. Pelayanan pengaduan, pelayanan ini bertujuan untuk mewadahi
anspirasi masyarakat khususnya mengenai pelayanan akta
kelahiran. Pelayanan pengaduan di sini tersedia melalui P3M
(Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat).

DR YANG MENJADI PENGHAMBAT DALAM PEMBUATAN AKTA
N PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SipiL KABUPATEN

rian pelayanan kepada masyarakat tentu mempunyai faktor yang

sebuah instansi dalam memberikan pelayanannya baik itu

‘mendukung maupun factor yang menjadi kendala dalam
;ses pelayanan. Beberapa faktor pendukung yang penting

tku m, yang menjadi landasan kerja pelayanan;

a kerja dan kualifikasi sangat perlu untuk mempercepat
n masing-masing karyawan memiliki keahlian yang

rmya masing-masing;

prasarana, sangat penting sebagai penunjang

‘gggj_teknologi yang digunakan maka akan

ayanannya.

. ‘y yang paling utama menjadi masalah
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K maupun sejenisnya. Meskipun terdapat beberapa unit yang
buatan akta kelahiran namun masih dinilai
kualitas pelayanan pembuatan akta
kan nantinya pembuatan akta dapat

entry data NI
digunakan khususnya untuk pem
kurang mencukupi untuk meningkatkan

kelahiran. Dengan jumlah cukup diharap
diselesaikan hanya dalam hitungan jam saja. Selain tiu pemanfaatan terhadap
mesin gandset perlu diperhatikan.

Faktor-faktor vang dikemukakan di atas juga sejalan dengan pemikiran
mengenai aspek-aspek yang memengaruhi baik tidaknya suatu pelayanan
seperti:

a) Reability: kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang di

inginkan secara tepat.

b) Assurance: pengetahuan dan kesopansantunan serta kemampuan
menyakinkan pelanggan. Di sini pegawai harus memiliki pelayanan
yang memang mengutamakan pelanggan, meskipun instansi |
pemerintah hendaknya bekerja seperti pemerintah swasta atu usaha

w tingkat perhatian tensi individual yang diberikan kepada 1

kemampuan membantu pelanggan dan memberikan

x
: menja]ankan pelayanan publik walaupun instansi
semaksimal mungkin, tetapi pasti ada kelemahan
terkecuali dengan Dinas Kependudukan
dung. Hal ini kita lihat sebagai faktor yang
dan Catatan Sipil dalam memberikan ;
adalam pemebuatan akta kelahiran,

r} = =
Al Mt

4
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1 6. Tidak ada perbaikan yang berkesinambungan, dalam artian hal-hal
e di bawah ini tidak diperhatikan:

.~ " Memandang pekerjaan sebagai suatu proses

®  Mengantisipasi perubahan keinginan kebutuhan pelanggan
Mengurangi waktu siklus/proses
Menerima umpan balik dari hati

asalahan tersebut juga dialami oleh Dinas Kependudukan dan
Pil Kabupaten Bandung seperti:

ana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam
mberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan
: dihenkan terkesan masih kurang belum optimal.

yang dilakukan berdasarkan letak dan lokasi pusat
a dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten
 terlalu jauh dari jangkauan masyarakat khususnya di desa,
‘masih terdapat kesulitan dalam mengakses pelayanan yang
oleh pemerintah.

i pelaksanaan pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran
terjadinya permasalahan yang berasal dari faktor
| organisasi.

Jglie
o

asia, SDM dapat dilihat dari kualitas para pegawai,pola
g diteraokar pegawai. Kurangnya pegawai yang tidak

n yang optmal. Hal ini dapat dilihat dari
1 qpnma.l untuk melakukan pelayanan

an yang masih sempit untuk mengurus
Mg hendak datang.

85
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» Faktor eksternal

Faktor eksternal berasal dari luar organisasi jL!gE‘l mellf)jad.i faktO.r
penghambat sistem yang ada. Faktor ekster.nal ini meliputi lokas-l,
lingkungan, masyarakat sebagai pelanggan jasa. Berd_asarkan hasq
pengamatan dan perolehan data, factor eksternal ini .datang dari
masyarakat itu sendiri. Masyarakat membuat akta ke‘lahlran dengan
alasan keperluan mendesak sehingga masyarakat meminta percepatan
proses pembuatan akta. Selain itu kesadaran masyarakat untuk
melaporkan peristiwa kependudukan masih kurang. Selain itu jarak yang
terlalu jauh menjadi alasan masyarakat kesulitan dalam melaporkan

peristiwa penting di bidang kependudukan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penyusun dapat
mengambil beberapa simpulan di antaranya:

1. Pelaksanaan pengurusan akta kelahiran atau pencatatan
kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bandungdilaksanakan dengan objektif dan selektif. yang dimaksud
dengan objektif dan selektif di sini adalah tidak ada diskriminasi
atas pelaksanaan, akan tetapi ada tahapan-tahapan yang tidak
sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), yakni pada 5
tahapan pengentrian data kelahiran dan tahapan pemberian kutipan !
akta kelahiran kepada pelapor. Seringkali Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dalam pengentrian tidak
dilakukan pada waktunya dan dalam pemberian kutipan akta 5
kelahiran tidak tepat pada waktunya; |
1
|

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung beserta upaya yang dilakukan :
adalah pelayanan yang kurang optimal terkait dengan kekurangan |
pegawal atau petugas, kapabilitas dari pegawai atau petugas di
bidang pencatatan sipil serta sarana dan prasarana yang kurang
memadai. yang di mana ketiga kendala tersebut adalah penunjang

| dari pelayanan yang optimal. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh

S vl S s Tt 7
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~ Berdasarkan hasil penelitian dan analisis makasaran yangdapatdiberikan
it pelaksanaan pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan

Atatan Sipil Kabupaten Bandung yakni:

Agar memberikan pelatihan kepada pegawai atau petugas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung khususnya
di bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung guna meningkatkan
kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) agar peluang kesadaran
dan pengetahuan dari berbagai pihak untuk mendukung Standar
Operasional Prosuder (SOP) dalam pelaksanaan administrasi
kependudukan terutama pembuatan akta kelahiran di bidang
pencatatan sipil;
g Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bandung menambah Sumber
i "‘_;‘,'-‘?r ya Manusia (SDM) yang sesuai dengan bidangnya seperti Sarjana
1 yang mengerti dan memahami TUPOKSI (tugas pokok dan
dari kinerja administrasi kependudukan serta sarana dan
arana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ing terutama teknologi yang digunakan dalam pengoperasian

RS-

: . Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan
sentasinya Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
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